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Drama pembajakan bus oleh seorang
mantan polisi di Manila menohok kesadaran
warga Filipina akan keamanan dan rasa
keadilan. Praktik-praktik kekerasan ala gang-
ster atau mafia sudah sedemikian membelit
kondisi sosial Filipina. Ulah mantan polisi
dengan membajak bus wisatawan Hong
Kong tersebut semakin membuka patologi
sosial bangsa tersebut. Di balik kehidupan
demokratis yang diterapkan dan dianut
warga, praktik kekerasan oleh kelompok atau
perorangan terasa sudah menjadi patologi
sosial akut. Praktik hukum rimba masih
menyeruak di sana-sini.

Bersenjatakan senapan otomatis, se-
orang mantan polisi menyandera 25 penum-
pang bus wisata. Tujuh sandera tewas dan
pelaku, Rolando Mendoza, ditembak mati
dalam serbuan polisi setelah upaya negosiasi
gagal. Drama penyanderaan itu berakhir
lebih dari satu jam setelah pasukan komando
polisi mengepung bus. Tindakan nekat man-
tan polisi itu menggarisbawahi lagi betapa
gawat persoalan praktik kekerasan di negeri
itu. Tak heran apabila edisi terbaru Global
Times yang dikelola Partai Komunis China
menyebutkan, Filipina adalah salah satu
negara terkacau di Asia Tenggara. 

Budaya kolonialisasi, otokrasi, dan ser-
ingnya perubahan dalam pemerintahan
dituding sebagai penyebab banyak ketidak-
beresan di negara itu. Mencermati sejarah
kekerasan di negeri itu, tudingan tersebut
tampaknya bukan tuduhan ngawur. Filipina
mungkin salah satu dari sangat sedikit nega-
ra yang masih menyerupai dunia liar seperti
saat era koboi Amerika. Gurita korupsi dan
defisit anggaran yang mencapai 300 miliar
peso (sekitar Rp 60 triliun) membuat pemerin-
tahan Manila tertatih-tatih mengembangkan
modal sosial untuk mewujudkan masyarakat
sehat.

Keterseokan pemerintah paling nyata ter-
lihat dari penanangan polisi atas penyandera-
an itu. Kepolisian Filipina sendiri juga meng-
aku ceroboh dalam mengatasi drama pem-
bajakan bus. Pasukan serbu yang berusaha
menyelamatkan 15 turis itu kurang terlatih
dan tidak dilengkapi dengan peralatan yang
memadai. China dan Hong Kong pun gusar
terhadap upaya penyelamatan yang ceroboh
itu dan menuntut investigasi secara menyelu-
ruh. Kecerobohan itu menunjukkan adanya
ketidakberesan dalam pemerintahan Filipina,
yang tidak lain akibat budaya korupsi.

Tindak korupsi dan lemahnya pemerin-
tahan menghambat upaya perbaikan
keuangan pemerintah, pengembangan infra-
struktur, dan perbaikan kinerja pasukan
keamanan yang selama ini kurang terlatih
dan kurang didukung dengan perlengkapan
yang layak. Masalah bukan hanya terletak di
situ. Problem yang dihadapi Filipina cukup
banyak dan Bank Dunia menyatakan sekitar
sepertiga penduduk negara itu hidup miskin.
Pemberontakan oleh kelompok separatis,
perang antarsuku, dan kemudahan menda-
patkan senjata api merupakan persoalan
keamanan yang sangat pelik.

Kasus di Filipina memperlihatkan
dengan gamblang tali-temali korupsi dan
praktik kekerasan di negeri itu. Korupsi
bukan hanya memperlemah kinerja peme-
rintah, melainkan juga menimbulkan pem-
busukan secara moral dan struktural.
Ditambah dengan kemiskinan, kekerasan
juga membudaya dan menyuburkan praktik
hukum rimba. Dengan demikian, menjadi
jelas bahwa akar persoalan terutama masih
berkutat pada pemberantasan korupsi.
Semakin mendesak pula upaya tangkas-
cepat dari Pemerintahan baru Benigno
Simeon “Noynoy” Conjuangco Aquino III
mengurai problem itu.

Kultur Mafia dan Hukum Rimba Filipina

Bagaimana menjamin anak-anak kita
menjadi pribadi hebat di masa datang?
Kini merupakan tuntutan, kita harus mem-
beri perhatian lebih pada pendidikan anak
usia dini (PAUD). Tahun-tahun awal
kehidupan menjadi tahun keemasan yang
berpengaruh besar seumur hidupnya.
Lima tahun pertama adalah pemben-
tukan, penyerapan nilai-nilai, pengem-
bangan kebiasaan dan pengalaman
berdasar perkembangan otak. Ini akan
membentuk sistem syaraf serta pola biolo-
gis yang memengaruhi kesehatan, cara
belajar, dan sikap sepanjang hayatnya.

Menyadari begitu vitalnya peran pen-
didikan usia dini, Mendiknas M Nuh men-
empatkannya menjadi salah satu dari
empat prioritas pada 2011. Tiga prioritas
lainnya adalah pendidikan dasar, pendi-
dikan vokasi dan politeknik, serta per-
cepatan doktor. Saat ini angka partisipasi
kasar PAUD secara nasional mencapai 54
persen. Angka itu perlu ditingakatkan,
mengingat usia ini diyakini sebagai masa
kritis perkembangan kognitif spesifik,
sosial dan kemampuan psikomotorik
yang secara signifikan memberi kesuk-
sesan dalam kehidupan. 

Investasi terbaik pada tahun awal ada-
lah dengan menyediakan program pendi-
dikan dini pada anak berkualitas, dengan
mengedepankan metodologi kebutuhan
belajar-mengajar harus berbasis aktivitas
dan permainan. Pengembangan mental
menjadi kunci eksplorasi potensi anak
secara keseluruhan. Pada periode ini
kemampuan bahasa anak berkembang
hebat, begitu pula keterampilan sosialnya,
dan pola pikir simbolis yang secara keselu-
ruhan menjadi kunci pada masa belajar di
sekolah dan kehidupan sosial kemasya-
rakatan kelak.  

Bermain merupakan media terbaik
dalam pengajaran pada tahap ini. Naluri ini
datang dengan sendirinya pada anak, dan
menjadi kunci untuk menciptakan serta
mempertahankan ketertarikan dasar
dalam belajar. Ragam kegiatan bermain
bisa berupa bercerita, bersajak, permain-
an bahasa, pengenalan angka, musik,
gerakan, kreativitas seni, prakarya, aktivi-
tas motorik kasar dan halus, atau drama
yang memungkinkan anak-anak berek-
splorasi, beruji-coba, bertanya, menge-
mukakan alasan dan memecahkan
masalah kecil. 

Realitasnya, tidak jarang sekolah
dikelola oleh guru yang tidak terlatih.
Mereka memperkenalkan pada anak
pelajaran tentang literasi, dan pengenalan
angka dengan cara formal, sementara
anak belum siap secara umur dan peng-
alaman. Metodologi ini menimbulkan efek
tekanan akademis pada anak, yang
dikhawarirkan dapat memengaruhi per-
kembangannya. Walaupun anak-anak
dapat mengikuti apa yang diajarkan,
namun penelitian menunjukkan cara ter-
sebut membahayakan perkembangan
kepribadian anak-anak kita.

Program PAUD yang berkualitas
memberi energi luar biasa bagi kehidupan
anak, khususnya dalam bentuk kualitas
hidup, di dalam keluarga, dan adaptasinya
dalam masyarakat. Jika pada masa kritis
ini anak-anak tidak mendapat stimulasi
berharga dan meningkatkan lingkungan
fisik dan psikososial, perkembangan otak
seringkali menurun. Tepatlah prioritas
Kemendiknas: pendidikan usia dini meru-
pakan fondasi utama kehidupan jangka
panjang anak-anak kita sebagai aset,
kekuatan, dan kualitas kaum muda di
masa datang.

Energi Hebat Pendidikan Usia Dini 

S E M A R A N G A N
Remisi untuk Aulia Pohan dianggap tidak wajar.

Maju besan mundur besan...

*     *     *
Kasus Jatirunggo menilai penuh muslihat.

Kalau tanpa akal-akalan, ya bukan kasus...

(Mengasah akal anti-kadal)
Sirpong
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PADA bulan Ramadan biasanya terjadi fenomena
menarik, yaitu harga sejumlah barang kebutuhan
pokok naik cukup signifikan sehingga bulan Puasa
melekat dengan sebutan bulan kenaikan harga. Seolah-
olah ada hubungan pengaruh antara kenaikan harga dan
Ramadan. 

Terhadap fenomena pasar, oleh sebagian anggota
masyarakat Ramadan dinilai membawa berkah karena
mereka yang termasuk pelaku ekonomi, seperti pera-
jin, pengusaha, pedagang, dan penyedia jasa dapat
memperoleh keuntungan lebih dibanding pada bulan
lain. Bagi karyawan, pegawai, dan buruh, keberkahan
Ramadan terletak pada adanya tunjangan hari raya
(THR), gaji ke-13, dan bentuk insentif lainnya. Itulah
sebabnya, sebagian anggota masyarakat menilai feno-
mena yang terjadi itu sebagai manifestasi rahmatan lil
‘alamin ajaran Islam. Hampir tidak ada seorang pun
penduduk Indonesia tidak memperoleh kemanfaatan
bulan Ramadan. 

Fenomena dan penilaian tersebut ditinjau dari
aspek ekonomi tidak ada yang salah, bahkan bisa
dikatakan positif karena menumbuhkan dinamika per-
ekonomian. Tetapi persoalannya menjadi berbeda keti-
ka ditinjau dari aspek agama (Islam). Zadjuli (2006),
guru besar ekonomi Islam Universitas Airlangga
menyatakan bahwa kebutuhan manusia adalah limited
(terbatas), sedang ketersediaan barang dan jasa unlimit-
ed (tidak terbatas). 

Hal ini berbeda dari yang selama ini diketahui dalam
ekonomi konvensional di mana kebutuhan manusia
tidak terbatas, sedang ketersediaan barang dan jasa ter-
batas. Pendapat Zadjuli itu bisa dimaklumi karena kebu-

tuhan manusia yang dinilai tidak terbatas itu meliputi
needs dan wants. Needs (kebutuhan) manusia, seperti
kebutuhan makan tiap hari, terbatas. Demikian pula
kebutuhan pakaian, tempat tinggal, dan lainnya.
Adapun wants (keinginan) manusia tidak terbatas. 
Pengendalian Diri

Kebutuhan manusia muslim pada bulan Ramadan

dan pada bulan lain seharusnya tidak berbeda, lebih-
lebih pada bulan Ramadan tidak ada makan siang.
Tetapi pada tataran praksis justru pengeluaran rumah
tangga meningkat. Artinya, kemunculan keinginan
dari dalam diri orang yang berpuasa didorong oleh
nafsu. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan
pengeluaran disebabkan oleh keinginan yang menim-
bulkan sikap konsumstif, bukan oleh kebutuhan
hidup seorang muslim yang sebenarnya.

Kondisi yang digambarkan itu bertolak belakang
dengan esensi puasa. QS Al-Baqarah (2): 183 menye-
butkan tujuan puasa adalah takwa. Satu-satunya iba-
dah yang bertujuan takwa hanyalah puasa.  Sungguh
menarik dianalisis untuk mengetahui korelasi antara
puasa dan takwa. 

Puasa dalam bahasa Arab adalah saum yang menu-
rut etimologi berarti imsak (menahan). Menurut ter-
minologi, puasa adalah menahan dari makan, minum,
dan hubungan seksual, mulai terbit fajar sampai terbe-
nam matahari disertai dengan niat beribadah puasa.

Puasa, Konsumerisme, dan Takwa

TEWA S-
N YA Ridwan
Salamun, kon-
tributor Sun
TV menimbul-
kan duka dan
keprihatinan
mendalam, ter-

utama dari kalangan jurnalis. Dia diani-
aya dengan senjata tajam manakala
bertugas meliput konflik massa di Tual,
Maluku. Bukan kali pertama menimpa
jurnalis Tanah Air, kejadian serupa
dalam wilayah konflik seperti itu juga
pernah dialami wartawan RCTI Ersa
Siregar, yang tewas diterjang peluru
ketika menjalankan tugas meliput kon-
flik bersenjata antara TNI dan GAM.  

Sementara itu, walaupun tak sam-
pai mengalami peristiwa fatal, penyan-
deraan dua wartawan Metro TV dalam
konflik di Irak masing-masing presenter
Meutia Hafidz dan juru kamera
Budiyanto menjadi keprihatinan publik
beberapa waktu silam. Di area bencana,
kita masih mengingat tewasnya
wartawan Lativi Suherman dan juru

kamera SCTV Muhammad Guntur
manakala meliput tenggelamnya kapal
Levina tahun 2007. 

Demikianlah, profesi wartawan,
terutama dalam konteks wilayah kon-
flik dan atau bencana nyatalah teramat
rawan dan berisiko tinggi terhadap kese-
lamatan. Wartawan hakikatnya adalah
wakil publik dalam mencari informasi,
suatu penikmatan hak untuk tahu yang
dikenal, diakui, dan dijamin tidak saja
sebagai hak konstitusional dalam
UUD, namun juga sebagai hak asasi
manusia dalam berbagai deklarasi dan
perjanjian internasional hak-hak asasi
manusia. 

Adalah kewajiban negara menurut
konstitusi dan hukum internasional
untuk melindungi hak ini, diwujudkan
lewat upaya legislasi ataupun delegis-
lasi demi terpenuhinya hak ini. Dalam
konteks hukum media, perlindungan
tidak saja diberikan agar jurnalis memi-
liki akses seluas-luasnya mencari infor-
masi, namun juga perlindungan ter-
hadap aktivitasnya  itu. Tewasnya
seorang wartawan dalam melaksanakan

tugas mencari informasi oleh karenanya
memiliki dimensi publik: terampasnya
hak masyarakat untuk tahu. 

Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers menyatakan bahwa dalam
menjalankan tugasnya, wartawan men-
dapat perlindungan hukum. Penjelasan
pasal tersebut menyatakan bahwa per-
lindungan hukum adalah jaminan
pemerintah dan atau masyarakat kepada
wartawan dalam melaksanakan fungsi,
hak, kewajiban, dan peranannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundan-
gan. 
Melindungi Jurnalis

Namun pasal itu tidaklah fungsi-
onal dan berfungsi dekoratif belaka.
Dikatakan demikian, karena bahkan UU
Pers sekalipun tak memberikan perlin-
dungan hukum adekuat kepada profesi
wartawan. 

Lebih spesifik jika dikaitkan dengan
wartawan yang bertugas di area konflik
ataupun bencana, tidak ada satu pasal
pun dalam UU Pers mewajibkan per-
usahaan pers untuk memberikan per-
alatan standar keselamatan, asuransi,
ataupun skill bagi wartawan yang ditu-
gaskan. Kalaupun ada standar perlin-
dungan wartawan seperti itu, ketentuan

ini hanya tertuang dalam Peraturan
Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-
DP/IV/2008 yang sekali pun cukup
apik merinci hal-hal terkait perlindung-
an wartawan, tak lebih dari  dokumen
etik yang tak memiliki kekuatan hu-
kum mengikat yang dapat dipaksakan. 

Tampak jelas bahwa keselamatan
wartawan dalam area konflik ataupun
bencana digadaikan dengan menyerah-
kan persoalan yang teramat krusial ini
semata-mata pada ‘’kemurahan dan
kebaikan hati’’ masing-masing perusa-
haan media tempat wartawan bekerja.

Padahal, kalau standar perlindungan
profesi wartawan sebagaimana termuat
dalam peraturan Dewan Pers menjadi
muatan UU Pers, maka ia dapat diharap-
kan melindungi  jurnalis manakala
harus meliput di daerah konflik ataupun
bencana. 

Perlindungan seperti ini dapat
diharapkan tegak karena ketaatannya
ditopang dengan sanksi pidana yang
keras bagi perusahaan pers yang ingkar
memenuhinya. 

Oleh Manunggal K Wardaya

Perlindungan Profesi Wartawan

Oleh
Ayoeb Amin

”

Kirimkan artikel dan foto terbaru Anda ke:
wacana_nasional@suaramerdeka. info.
Panjang maksimal 7.500 karakter dengan spasi
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Selama pengendalian diri
belum menyatu dalam

kehidupan sehari-sehari maka
nafsu konsumerisme selalu
muncul yang pada gilirannya

bisa menyeret kepada 
tindakan tercela

”


